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ISO 26000 kiranya tengah menjadi pembicaraan hangat dalam
dinamika CSR di Indonesia. Harapan atas pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan lewat kerja perusahaan kiranya
disandangkan pada ISO 26000, walau standar kinerja ini masih
bersifat draft. Optimisme yang tinggi, pemahaman CSR dan ISO
26000 yang masih bersifat beragam, hingga sejumlah pertanyaan
http blog.authoritylabs.com/search-is-sociall  terkait implementasi ISO 26000 menambah hiruk-pikuk dalam

. wacana standar tersebut.
Tentang A+ CSR Indonesia

A+ CSR Indonesia hadir sebagai social enterprise
yang menghimpun berbagai keahlian profesional
dalam isu-isu seputar CSR. Dengan keahlian itu,
berbagai permasalahan yang ada dalam
pelaksanaan CSR dapat diidentifikasikan dengan
tepat dan peluang bagaimana melakukan perbaikan
atasnya dapat direkomendasikan. Di sisi lain A+
juga menghimpun keahlian yang sama untuk
memajukan konsep CSR yang substansial, agar
khalayak dapat membedakannya dengan upaya
menggunakan konsep tersebut untuk kepentingan

di lufﬂ' pemba.ngunan berkelanjut.ap..A+ bertekad Salah satu Editorial dalam edisi kalawarta kali ini turut
menjaga keseimbangan antara kritisisme terhadap = menyumbangkan pemikirannya atas isu CSR. Yang ditekankan
kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan adalah bahwa komitmen perusahaan atas produk dan layanan pada

Atas hiruk-pikuk tersebut, Jalal merangkaikannya dalam analisis
yang terdokumentasi editorial dan esai kalawarta CSR Indonesia
kali ini. Analisis Jalal disandarkan pada pengamatannya terhadap
kenyataan CSR di Indonesia, perkembangan perumusan ISO 26000
di Indonesia dan luar negeri, pengalamannya dalam mendampingi
entitas bisnis dalam memahami dan menerjemahkan CSR, hingga
pelatihan CSR Asia yang khusus memelajari ISO 26000. Selain
apresiasi, Jalal juga mengemukakan analisis dan gagasan yang
mendorong pelaksanaan panduan CSR tersebut, namun dengan
tetap memerhatikan kenyataan bahwa upaya mencapainya benar-
benar membutuhkan kerja keras.

optimisme rasional untuk perbaikannya.
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konsumen juga berkorelasi kuat dengan CSR. Dengan mengutarakan
contoh kasus dinamika industri otomotif, Editorial mendorong agar
perusahaan untuk berperan aktif dalam evaluasi, perbaikan, dan
peningkatan layanan produknya kepada konsumen—yang
merupakan pemangku kepentingan utama bagi perusahaan.

Penanganan emisi gas rumah kaca untuk turut berkontribusi dalam
penanganan fenomena pemanasan global juga turut diangkat dalam
edisi kali ini. Jalal menjabarkan analisisnya atas tahap-tahap strategi
perusahaan bila ingin menangani dampak gas rumah kaca secara
substansial. Selain berita-berita dan opini-opini tentang isu CSR
mutakhir, kalawarta CSR Indonesia juga menyertakan esai dari
pemerhati sosial-lingkungan lainnya. Dalam kesempatan ini adalah
Johannes Lokollo dalam esainya Why Responsible Business Conduct
Matters? dan Robert Kropp dengan temuannya dalam Study Finds
No Correlation Between Consumer Perception Environmental
Performance and Verifiable Data.

Salam lestari, selamat membaca!

Green Ads Space

Untuk mengiklankan produk yang ramah sosial dan
lingkungan, sponsorship, link ke laporan CSR perusahaan,
agenda kegiatan CSR (pelatihan, seminar, lokakarya, ekspo)
atau lainnya yang relevan silakan kontak ke
media@csrindonesia.com.




Iso Ora Iso Mesti ISO 26000

22 Februari 2010

Senin 15 Februari lalu ada hajatan penting. CFCD
dengan dukungan penuh dari Indo Tambangraya
Megah (dahulu Banpu) menyelenggarakan Temu
Forum dengan tema perkembangan mutakhir ISO
26000. Wakil dari pemerintah, organsisasi
nonpemerintah serta swasta hadir di sana untuk
memberikan pandangannya soal ISO 26000, sehingga
diharapkan menjadi terang benderanglah duduk soal
tentang standar tanggung jawab sosial tersebut.

Di bulan Januari ada sebuah artikel di sebuah koran
nasional mengenai ISO 26000 yang kelewat
optimistik. Di situ dinyatakan bahwa perusahaan-
perusahaan di Indonesia telah siap menyongsong
hadirnya standar itu. Nah, walaupun Temu Forum
CFCD itu tidak dimaksudkan untuk menjawab artikel
tersebut, secara tegas para pembicara yang hadir—
dari ketiga sektor—di situ memberikan gambaran
bahwa ISO 26000 bukanlah suatu standar yang
mudah dipenubhi.

Dengan proses bertahun-tahun, diikuti oleh lebih
dari 100 negara, dihadiri oleh ribuan perwakilan
negara, maka hasilnya adalah suatu kesepakatan
kolektif mengenai apa itu tanggung jawab sosial dan
bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam
organsasi (bukan cuma perusahaan, namun juga
organisasi lainnya). Hasilnya adalah sebuah
dokumen yang kini statusnya masih draft—disebut
Draft International Standard. Dalam draft tersebut
bisa dibaca betapa komprehensifnya masalah
tanggung jawab sosial dibahas, bagaimana itu
dicantolkan dengan konsep pembangunan
berkelanjutan, apa saja prinsip-prinsip yang harus
ditegakkan, subjek apa saja yang menjadi keharusan
organisasi memenuhinya, isu-isu apa saja yang
terdapat dalam subjek tersebut, serta bagaimana
keseluruhannya diintegrasikan ke dalam perusahaan.

Siapapun yang membaca draft tersebut akan segera
menyadari bahwa pemenuhannya adalah sulit, walau
bukan mustahil. Sebagian besar perusahaan di
Indonesia masih belum beranjak jauh dari filantropi.
Sebagian kecil telah masuk ke dalam pelaksanaan
pengembangan masyarakat. Namun, memenuhi ISO
26000 adalah suatu lompatan besar yang harus
dipersiapkan bertahun-tahun. Definisi, prinsip,
subjek inti maupun isu yang terkandung di dalamnya
akan membuat seluruh perusahaan menata ulang
bagaimana CSR dilaksanakan.

Lalu adakah pilihan untuk tidak mengadopsinya?
Tampaknya tidak. Globalisasi adalah kereta

supercepat yang menggilas siapapun yang tidak
memutuskan naik di dalamnya, demikian sosiolog
Anthony Giddens mengandaikan. CSR adalah salah
satu kekuatan global yang persis seperti itu, karena
di masa mendatang seleluruh pemangku kepentingan
tak akan sudi melihat perusahaan tak bertanggung
jawab. Kerusakan di muka Bumi telah membuat
kesadaran global bahwa perusahaan yang mau ikut
serta merestorasi kondisi lingkungan dan sosial saja
yang layak beroperasi. Tanggung jawab sosial sudah
menjadi Hukum Besi, seperti kata Keith Davis.

Kalau kemudian perusahaan niscaya tak akan bisa
lagi menghindari tanggung jawab sosial, dan kalau
tanggung jawab sosial akan dilihat kesesuaiannya
dengan ISO 26000, maka apa yang harus dilakukan
oleh  perusahaan-perusahaan di  Indonesia?
Mempersiapkan diri, tentu saja. Hanya mereka yang
akan naik ke dalam gerbong-gerbong tanggung jawab
sosial a la ISO 26000 saja yang akan diterima dalam
tata pergaulan bisnis. Jadi, kalau ingin terus berada
dalam dunia bisnis, maka mempelajari apa isi ISO
26000—melalui pembacaan mandiri, diskusi,
keikutsertaan dalam pelatihan dsb.—adalah suatu
keharusan utama.

Setelah alifbata ISO 26000 dipahami, perusahaan
perlu membuat analisis kesenjangan (gap analysis)
antara praktik CSRnya sekarang dengan apa yang
dikehendaki oleh ISO 26000. Kemudian, perencanaan
sistematis mengenai bagaimana kesenjangan itu
akan ditutup, berapa lama itu semua akan dilakukan,
sumberdaya apa saja yang musti disediakan haruslah
diketahui oleh perusahaan. Menyusul kemudian
eksekusi penutupan kesenjangan itu.

Manakala perusahaan membutuhkan jaminan bahwa
ISO 26000 telah dilaksanakan, dalam waktu dekat
kelihatannya belum akan ada mekanisme resminya.
ISO 26000 dinyatakan tidak (belum?) akan menjadi
standar sertifikasi. Oleh karena itu, yang mungkin
adalah meminta 'independent third party opinion’
bukan 'independent third party assurance’—demikian
menurut Richard Welford di awal Februari lalu.
Bagaimanapun, meminta pendapat pihak ketiga
adalah hal yang baik, dan sesuai dengan semangat
transparensi dan akuntabilitas yang diusung ISO
26000.

Siapkah perusahaan-perusahaan di Indonesia?
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Reputasi Koyak
8 Februari 2010

Minggu lalu, dua pabrikan mobil terbesar dunia
Toyota dan Honda sibuk menarik kembali (recall)
produk buatannya karena masalah pedal gas dan rem
yang tidak bisa kembali ketika mobil berakselarasi.
Awalnya Honda yang Dberinisiatif melakukan
penarikan setelah konsumen di Afrika Selatan
melaporkan adanya kecelakaan yang dialami karena
pedal gas Honda Jazz tidak kembali. Belakangan,
Toyota juga ikut melakukan recall setelah adanya
laporan resmi dari Badan Keselamatan Lalu Lintas
Jalan Raya Nasional AS (NHTSA) yang menerima 100
laporan keluhan konsumen Toyota terkait masalah
yang sama. Sialnya, laporan itu berujung pada
produk Toyota yang tengah naik daun, Prius. Total
8.000.000 unit mobil ditarik dari pasaran dunia oleh
Toyota hingga hari ini.

Pada akhirnya Toyota yang justru didapuk menjadi
“tersangka utama” karena adanya tuduhan lain
bahwa sebetulnya masalah ini sudah diketahui
Toyota sejak Desember 2008 dan tidak ada tanda
perbaikan atau recall hingga kasus ini muncul ke
permukaan. Atas seluruh kesalahan itu, Presiden
Toyota Motor Corp, Akio Toyoda Jumat (5/2) di
Nagoya, sambil membungkuk meminta maaf kepada
seluruh  konsumen pengguna Toyota atas
kelalaiannya melakukan kontrol kualitas pada
seluruh produk Toyota. Selesaikah masalah ini?
Tentu tidak karena potensi kerugian finansial pun
sudah terbayang di depan.

Selain kehilangan pendapatan hingga puluhan miliar
US Dollar akibat penurunan nilai saham di lantai
bursa, pembatalan pemesanan produk Prius atau
produk Toyota lain, hingga ancaman pembatasan
penjualan produk di sejumlah negara, Toyota juga
tengah mengalami ancaman sangsi dari otoritas
pemerintahan Obama. Adalah Ray LaHood, Menteri
Transportasi AS dalam rilis beritanya di Detik.com
(4/2) berjudul Kami Belum Selesai dengan Toyota,
mengungkapkan bahwa mereka akan terus
memantau secara serius seluruh upaya dan proses
perbaikan pedal gas dan rem yang menjadi sumber
masalah dan terus akan mencari kemungkinan lain
dari cacatnya produk ini. NHTSA juga sedang
mempertimbangkan denda bagi Toyota karena
berdasarkan Undang Undang Federal AS, pabrikan
mobil dapat didenda hingga USD 16,365 juta per
recall sedangkan dealer yang kedapatan menjual
kendaraan yang sedang di-recall akan didenda USD
6.000 per kendaraan.

Toyota kali ini bermain dengan isu konsumen yang
cukup serius. Isu ini sebetulnya sudah lama

didiskusikan. Presiden Kennedy tahun 1962 telah
mulai dengan mendeklarasikan Hak-Hak Konsumen
yang disebutnya meliputi empat hal yaitu right to
safety, right to be informed, right to be choose dan
right to be heard. Inisiatif itu dilanjutkan dengan
terbitnya Guidelines for Consumer Protection yang
diproduksi PBB tahun 1983 dan menetapkan tanggal
15 Maret setiap tahunnya sebagai Hari Hak
Konsumen Sedunia, bertepatan dengan ulang tahun
Kennedy.

Dua ketentuan itu menempatkan isu keselamatan
dan keterbukaan informasi menjadi domain dari
masalah konsumen. Dalam Draft International
Standard 1SO 26000 on Social Responsibility, isu
konsumen menjadi core subject keenam. Menyimak
deskripsinya bahwa organization that provide
product or service to consumers and customers have
responsibility to those consumers and costumers.
These responsibilities include providing education and
accurate information, using fair, transparent and
helpful marketing and contractual process and
promoting sustainable consumption. They also involve
minimizing risk from the use of product or services,
through  design, manufacturing,  distribution,
information provision, support service and recall
procedures. Dalam prinsipnya, salah satu terkandung
unsur satisfaction, safety, be informed, dan consumers
education.

Penjabaran ketentuan soal keselamatan dan
keterbukaan informasi kepada konsumen tetap
konsisten. Berbagai langkah konkret tampaknya
harus segera dilakukan Toyota (dan juga Honda)
agar reputasinya tidak terjun bebas seperti, pertama,
Toyota harus melakukan penelitian total terhadap
seluruh produk buatannya yang terancam cacat.
Penyelidikan itu dimulai bukan saja dari tahun
produksi yang dianggap cacat, namun juga melihat
kembali produknya yang dianggap sukses. Dengan
begitu, Toyota bisa memiliki gap analysis tentang
kasus tersebut.

Toyota juga wajib melibatkan seluruh pemangku
kepentingan termasuk konsumen, transportation
watch, kelompok akademisi dan universitas hingga
Badan Transportasi di negara-negara tempat produk
Toyota dipasarkan untuk mendapatkan second
opinion. Kedua, Toyota harus terbuka terhadap
seluruh informasi tentang produk cacat buatannya
dan secara sukarela mengakui bahwa itu produk
gagal dan tidak laik di pasaran. Ketiga, seluruh upaya
perbaikan dilakukan bukan hanya secara teknis
namun juga rutin memberikan informasi kepada
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konsumen tentang apa yang tengah, sedang dan pasti
dilakukan Toyota. Sebagai sebuah laporan proses, hal
ini strategis untuk dilakukan agar seluruh pemangku
kepentingan betul mengetahui bahwa Toyota
signifikan melakukan upaya perbaikan.

Apalagi yang laku dijual oleh industri otomotif selain
menciptakan keamanan bagi produknya? Dan
bagaimana konsumen bisa setia dengan produk
tersebut tak lain bila perusahaan bersedia
memberikan informasi terbuka, tepat dan sesuai
yang dibutuhkan konsumen. Mendorong perusahaan
lebih peka terhadap konsumennya adalah kewajiban
seperti yang tersurat dalam ISO 26000 on Social
Responsibility atau ketentuan sejenis yang banyak
bertebaran di setiap negara. Pun demikian yang
bijaksana juga dilakukan adalah perusahaan tidak
saja  memperhatikan dan mengelola  isu
konsumennya, namun juga mulai melihat yang bukan
konsumen sepert antara pengguna rokok dan orang

m
-

FUCSR

A+ CSR Indonesia Workshop 2010

Workshop 2. (24-25 Maret)
Workshop 3. (14-15 April)
Workshop 4. (19-20 Mei)
Workshop 5. (16-17 Juni)
Workshop 6. (21-22 Juli)

: CSR Strategik

yang tidak merokok atau pengendara mobil dengan
pengguna lainnya seperti sepeda motor, pengguna
sepeda atau pejalan kaki. Ini bukan sebatas urusan
pedal gas dan rem yang jadi sumber masalah, lebih
dari itu bagaimana perusahaan benar memberikan
informasi yang memadai kepada seluruh publik di
dunia tentang keselamatan berlalu lintas,
menghargai rambu lalu lintas serta norma yang
berlaku di jalan raya. Bisakah Toyota melakukan itu
semua? Sebagai produk yang dihasilkan dari bangsa
petarung, harusnya ini bukan kendala berarti buat
Toyota, apalagi cap sebagai produsen kendaraan
yang ramah lingkungan dan aman hingga detik ini

masih melekat erat meskipun reputasinya koyak.

: ISO 26000: International Guidance on Social Responsibility
: Penilaian Kinerja Sosial dan Lingkungan
: Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Implementasi CSR yang Efektif

: Manajemen CSR: Solusi Membuat Program CSR Berhasil

Workshop 7. (22-23 September) : Pelaporan Berkelanjutan

Workshop 8. (20-21 Oktober)

: Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Workshop 9. (23-24 November) : Community Development
Workshop 10. (15-16 Desember) : Membangun Reputasi melalui Komunikasi CSR Efektif

Waktu dan Tempat

Hotel Santika Bogor; Botani Square JIn. Raya Pajajaran, Bogor Jawa Barat. Pukul 08.00 - 17.00 wib.

Investasi
Rp. 2,250,000 (satu hari), Rp. 4,000,000 (dua hari)
Keterangan lebih laanjut, silahkan menghubungi

A+ CSR Indonesia JIn. Danau Sentani Blok C VII No. 9 Duta Pakuan Bogor 16144 Indonesia

Phone: +62 251 8336 349, email: studi@csrindonesia.com
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Indonesian Sustainable Palm Qil Segera Disahkan

27 Februari 2010

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/27/126003/23/2/Indonesian-Sustainable-Palm-0Qil-

Segera-Disahkan

Jakarta - Para  pemangku
kepentingan (stakeholder) minyak
sawit nasional akan segera
mensahkan standar nasional
minyak sawit lestari atau ISPO
(Indonesian Sustainable Palm Qil).
Standar itu dapat dijadikan
instrumen untuk menembus pasar
ekspor Eropa yang mensyaratkan
sertifikasi Forum Meja Bundar
Minyak Sawit Lestari (RSPO).
"Konsep ISPO yang sudah dibahas
beberapa Kkali bersama para
stakeholder itu akan  bisa
dikeluarkan Maret ini," ujar Dirjen
Perkebunan Kementerian Pertanian
Achmad Mangga Barani di Jakarta,
Kamis (25/2).

Dia mengatakan, saat ini, konsep
ISPO sudah diterima RSPO untuk
selanjutnya menunggu notifikasi
pengesahan mereka. Nantinya,
melalui persetujuan itu, perusahaan
nasional cukup memiliki sertifikasi

ISPO sebagai persyaratan teknis
menembus pasar Eropa yang
memang mewajibkan sertifikasi
RSPO.

Pasalnya, ISPO itu tetap mengacu
pada delapan prinsip dan 39
kriteria standar lingkungan yang
tercakup dalam RSPO. "Bedanya,
ISPO lebih mengakomodir
peraturan perundang-undangan di
Indonesia dalam kaitannya
mengenai perkebunan dan batas
pemanfaatannya,” ujarnya.

Selain itu, ISPO juga akan
membedakan parameter minyak
sawit lestari antara perkebunan
milik perusahaan besar dengan
kebun inti plasma milik perusahaan
inti rakyat (PIR). "Dalam
pertemuan sebelumnya, RSPO mau
menerima  adanya  parameter
berbeda untuk keduanya," ujarnya.

Kontraktor Migas Harus Taati UU PPLH

25 Februari 2010

Dia mengatakan, ISPO itu juga akan
menerapkan prosedur sertifikasi
melalui perusahaan-perusahaan
yang ditunjuk menjadi lembaga
resmi sertifikasi di antaranya PT
Socfin Indonesia (Socfin), PT
Sucofindo, dan PT Mutu Agung.
"Prosesnya sama seperti proses
sertifikasi RSPO. Pemerintah tetap
lepas dari mekanisme ini karena
hanya  mengeluarkan  kriteria.
Mekanismenya tetap bisnis ke
bisnis," ujarnya.

dalam Konferensi
Internasional mengenai Minyak
Sawit dan Lingkungan Hidup
(ICOPE) kedua yang digelar di Nusa
Dua, Bali, pekan lalu, segenap
stakeholder minyak sawit nasional
sudah sepakat perlu melakukan
pengembangan perkebunan sawit
yang lestari dan lebih
memperhatikan asas lingkungan.

Menurut dia,

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/25/125640/89/14/Kontraktor-Migas-harus-Taati-UU-

PPLH
Jakarta - Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)

Darwin Zahedy Saleh meminta,
para kontraktor minyak dan gas
(migas) melihat UU No 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) sebagai tantangan yang
harus dihadapi dengan baik.

"Kita mesti menghadapi tantangan
baik regional maupun global yang
mensyaratkan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup
yang lebih ketat di masa depan,”
katanya saat memberi sambutan
pada pelantikan pejabat BP Migas
di Jakarta, Kamis (25/2). Menurut
dia, pemenuhan ketentuan Undang-
Undang (UU) PPLH tersebut

memang akan berdampak pada
peningkatan biaya. "Mau tidak mau
harus dianggarkan,” tambahnya.
Darwin mengatakan, pemerintah
akan berupaya mempertahankan
atau bahkan meningkatkan
produksi minyak dan gas, namun
tetap dapat memenuhi ketentuan
lingkungan.

Pemerintah, lanjutnya, akan
meningkatkan efisiensi  seperti
dalam hal pemangkasan prosedur
birokrasi agar mampu menekan
biaya yang dikeluarkan kontraktor.
"Kami akan bantu. Kalau tidak
dibantu, produksi akan turun,”
katanya. Sebelumnya, Dirjen Migas
Kementerian ESDM Evita Legowo
mengungkapkan, produksi minyak

dan gas terancam menurun akibat
pemberlakuan UU PPLH dan aturan
pelaksanaannya. "Target produksi
yang ditetapkan 965 ribu barel per
hari bisa turun hampir separuhnya
akibat persyaratan baku mutu
lingkungan sesuai ketentuan UU
LH," katanya.

Menurut dia, sesuai peraturan
Menteri Lingkungan Hidup sebagai
aturan pelaksana UU  PPLH,
kontraktor mesti mengikuti aturan
baku mutu lingkungan pada 1 April
2010. "Kontraktor bakal tidak
sanggup memenuhinya," ujarnya.
Sesuai permen tersebut, kontraktor
migas diwajibkan menurunkan
temperatur air buangan sebagai
hasil proses pencairan minyak

CSR Indonesia Newsletter Vol. 4 Bulan 2 2010 5



bumi atau gas dari 45 ke 40 derajat
celcius. Dalam UU juga disebutkan
adanya sanksi pidana bagi industri
yang tidak mematuhi ketentuan
baku mutu lingkungan. Evita
memperkirakan, dua kontraktor
utama yakni PT Chevron Pacific
Indonesia dan PT Pertamina
(Persero) akan sangat terganggu

produksinya.

Sementara itu, Deputi Pengendalian
Operasi Badan Pelaksana Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
Budi Indianto mengatakan,
pihaknya meminta waktu antara 2-
3 tahun untuk memenuhi ketentuan
baku mutu lingkungan. Menurut

dia, pemenuhan ketentuan UU
PPLH tersebut berimplikasi pada
peningkatan biaya operasi yang
dikembalikan negara (cost
recovery). "Kami mesti kaji dulu
biayanya. Jangan sampai
kemahalan," katanya.

Sembilan Perusahaan Sawit Kepung Taman Nasional

24 Februari 2010

Sumber : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=57687

Kapuas - Keberadaan Taman
Nasional Danau Sentarum (TNDS)
di  Kapupaten Kapuas Huly,
Kalimantan Barat mulai terancam.
betapa tidak, sedikitnya ada
sembilan perusahaan perkebunan
kelapa sawit berskala besar
melakukan ekspansi di sekitar
kawasan yang dianggap paru-paru
dunia tersebut.

Data dari Balai TNDS menyebutkan,
sembilan perusahaan yang telah
mengantongi  izin dan  siap
beroperasi di dekat wilayah
tersebut adalah PT Nusantara
Mukti Sentosa, PT Bukit Prima
Plantindo, PT Aneka Prima
Pendopo, PT Plantana Razsindo, PT
Setia Arto Mulia, PT Sawit Karunia
Seriang, PT Sumber Sawit Sintang,
PT Kirana Mega Tara, dan PT
Mandala Agrisindo Perkasa.

Meskipun belum seluruh
perusahaan yang memiliki izin itu
sudah beroperasi, namun
keberadaannya sudah memantik
kekhawatiran masyarakat
setempat. Sebab, diprediksi akan
membawa dampak lingkungan di
seputar kawasan TNDS dan bahkan
akan bersentuhan langsung dengan
kehidupan  sosial = masyarakat
setempat seperti masalah ekonomi,
ekologi serta ekses sosiologi. H
Jono, tokoh masyarakat yang juga

pengusaha penangkar ikan Arwana
di Kecamatan Suhaid, Kapuas Hulu

mengaku sangat resah dengan
masuknya perusahaan sawit di
sekitar penangkaran yang di

kelolanya sejak 1984 silam.

Keresahan itu cukup beralasan
dilihat dari sisi pergeseran ekologi,
terutama kesulitan untuk
mendapatkan sumber air bersih
yang tidak tercemar. Sebab,
biasanya perusahaan sawit
menggunakan pestisida dan pupuk
organik. “Tahu sendiri  lah,
perusahaan Kkelapa sawit pasti
menggunakan bahan kimia. Ini yang
menjadi persoalan bagi Kkita.
Kondisi air pasti sudah tidak steril
lagi,” kata H Jono.

Selain itu, lanjut Jono, Kecamatan
Suhaid dan beberapa kecamatan
lainnya merupakan kawasan
penyangga TNDS dan bisa maju
dengan  mengandalkan  sektor
perikanan sebagai basis
perekonomian utama masyarakat.
Hingga kini, tercatat sekitar 100
tambak ikan arwana di wilayah itu,
murni dikelola masyarakat dengan
nilai investasi mencapai Rp200
miliar. “Kita tak bisa bayangkan,
jika sudah masuk perusahaan sawit
itu semua. Mau jadi apa TNDS ini,
belum lagi dampaknya bagi usaha
masyarakat. Investasi kita tidak

sedikit Iho pada sektor perikanan
ini dan merupakan mata
pencaharian utama,” beber Jono.

Keresahan masyarakat, akan
keberadaan perusahaan kelapa
sawit cukup Dberalasan. Bukan

hanya dampak penggunaan bahan
kimia saja, namun jenis tanaman
sawit diketahui sebagai tanaman
yang haus dengan air. Terpisah
Direktur Yayasan Konservasi Hutan
Kalbar, Lauren mengatakan
pengaruh perubahan lahan dari
hutan gambut menjadi lahan sawit
terhadap alam sangat buruk. Lahan
gambut tumbuh dari berbagai jenis
tanaman, menghasilkan
karbondioksida dan  berfungsi
sebagai penyerapan air. Sedangkan
jika lahan digunakan menjadi
perkebunan sawit, fungsi hutan
sebagai penyerapan air tidak
sepenuhnya lagi berfungsi.

“Sudah  barang tentu  bakal
mengubah keadaan iklim. Tidak
hanya penyerapan air. Sudah pasti
bumi bertambah panas. Nah, es
yang berada di kutub utara akan
mencair. Persoalan ini berpengaruh
terhadap semua makhluk hidup di
bumi. Jika tidak bisa menyesuaikan
diri sudah pasti ancamnya punah,”
pungkasnya.
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Cut the Paper Out of Your Operations, Save Millions

22 Februari 2010

Sumber : http://greenbiz.com/news/2010/02/18/cut-paper-out-your-operations-save-millions

New York Companies have
looked forward to the "paperless
office" for years, if not decades, but
despite ever-wider  use  of
computers and electronic
documents for daily operations,
corporate treasury departments are
still by and large paper-based, and
wasting significant money and
resources as a result. But a new
report released by J].P. Morgan
outlines how companies can cut the
paper from  their treasury
departments, saving millions of
dollars and reducing tons of waste
in the process.

The report, "Sustainable Treasury
Management: It's Easier Than You
Think," looks at every element of
treasury, including collection of
cash and receivables, processing
disbursements, and storing the
reports and other data, and lays out
best practices for reducing or

eliminating paper in responsible
and beneficial ways.

The savings can be significant: The
report states that large treasury
departments can generate more
than five tons of paper per year,
equivalent to 143 trees and
responsible for the creation of 106
tons of greenhouse gases. "These
paper documents are also
expensive to handle," the report's
authors write. "On average, to file
and maintain 500,000 pieces of
paper, companies spend an
estimated $250,000 in workflow
management, another $115,000 to
research lost files and
approximately $150,000 in storage
and disposal costs."

The best practices the report offers
to companies looking to move to a
more paper-free system include
converting to electronic documents
for receivables and invoices, a shift

that can save time in processing the
documents as well as money and
paper. Moving to electronic
documents for disbursements,
statements, and reports can also
lead to greater security, the report
says, as well as help meet
regulatory requirements.

J.P. Morgan has developed a
number of free online Eco Analysis
Worksheets to help companies
determine how much money they
can save by shifting to paper-free
treasury operations. Shifting to
digital documents is one of the
ways that companies are greening
their paper supplies. Other firms
are developing comprehensive
recycling plans, as these case
studies show, as well as requiring
purchasing of 100 percent post-
consumer-recycled content paper,
as the state of Washington did last
year.

Corporations Cause $2.2T in Environmental Damage Every Year

22 Februari 2010

Sumber : http://greenbiz.com/news/2010/02/19/corporations-cause-22t-environmental-damage-every-year

The world's 3,000 largest
companies are causing £1.4 trillion
(US$2.2  trillion)  worth  of
environmental damage every year,
according to an unpublished U.N.
report seen by the Guardian. The
report calculated about half the cost
was associated with the release of
greenhouse gases, while the
remainder of the costs arise from
local air pollution, and damage

caused by the over-use and
pollution of freshwater and
fisheries.

These unaccounted environmental
costs equate to 6 to 7 percent of the
companies' combined turnover, or
an average of one-third of their
profits.

However, the report also noted
some businesses would be much
harder hit than others if made

financially responsible for the
environmental externalities they
cause. Richard Mattison, chief

operating officer of Trucost, which
carried out the report for the U.N,,
told the Guardian: "Externalities of
this scale and nature pose a major
risk to the global economy and
markets are not fully aware of these
risks, nor do they know how to deal
with them."

The actual environmental cost of
firms' activities is likely to be even
higher, because the £1.4tn does not
include damage caused by social
impacts such as large-scale

migration of people and other long-
term effects of climate change.

Later this year, another U.N.-backed
study is expected to recommended
a number of mechanisms for
making firms financially
responsible for the environmental
damage they cause. This second
report, led by economist Pavan
Sukhdev, is likely to argue for the
abolition of subsidies to harmful
industries and increased taxes on
companies that cause high levels of
environmental damage. It is
expected to take a similar line to
the UK's Stern Review on the
economics of climate change,
arguing that it will prove more cost
effective to address the damage
done to biodiversity and so-called
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environmental services such as soil
and water supplies now rather than
delay action.

Mattison said it remained to be
seen if governments are willing to
take action to address
environmental externalities. "It's

Carrefour Menang Lawan KPPU

17 Februari 2010

going to be a significant proportion
of a lot of companies’ profit
margins," he told the Guardian.

Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2010/02/17/142413/1301378/4/carrefour-menang-lawan-kppu

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan membatalkan seluruhnya
putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) terhadap
kasus monopoli PT Carrefour
Indonesia (Carrefour).

PN Jaksel menerima keberatan
Carrefour terhadap putusan KPPU,
sehingga peritel asal Prancis bebas
dari divestasi dan denda. "Majelis
hakim membatalkan seluruh
putusan KPPU No 09/KPPU-
L/2009, tanggal 3 November 2009,"
kata Hakim Ketua Kusno dalam
acara pembacaan putusan di PN
Jaksel, Rabu (17/2/2010).

permohonan Carrefour. "Pemohon
tidak terbukti melanggar pasal 17
dan pasal 25 UU No 5 tahun 1999,"
katanya.

Putusan ini tidak dimungkinkan
langkah hukum banding, tapi bisa
melakukan kasasi ke Mahkamah
Agung dalam tenggang waktu 14
hari. Dalam putusan KPPU No
09/KPPU-L/2009 sebelumnya,
KPPU telah menyatakan pihak
Carrefour bersalah yaitu melanggar
pasal 17 ayat 1 mengenai monopoli
dan pasal 25 ayat 1 huruf (a)
mengenai possisi dominan sesuai
UU No 5 tahun 1999 mengenai

memutuskan untuk memberikan
denda hukuman kepada Carrefour
Rp 25 miliar. KPPU juga meminta
kepada Carrefour untuk melakukan
pelepasan saham Carrefour
seluruhnya di PT Alfa Retailindo
kepada pihak yang tidak terafiliasi
dengan Carrefour selambat-
lambatnya satu tahun setelah
putusan KPPU. Namun Carrefour
selanjutnya mengajukan keberatan
atas  keputusan tersebut di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Carrefour membantah telah terjadi
monopoli setelah akuisisi Alfa
Retailindo itu. Perkara keberatan
ini masuk dalam nomor perkara

larangan praktek monopoli dan perdata PN Jaksel No
Dengan membatalkan  seluruh persaingan wusaha tidak sehat. 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
putusan KPPU, maka majelis hakim
menerima dan mengabulkan Dari putusan itu pihak KPPU
Mining and Conservation at the Crossroads
15 Februari 2010
Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/15/mining-and-conservation-crossroads.html
Mining and conservation are two Soedradjad confessed he could the Perhutani state forestry
conflicting issues, one is usually not help but feel disappointed company’s forest preserve in
sacrificed for the other. But it with the new development. “In South Banyuwangi and forest
does not have to be that way, the past 10 years, we have management unit (KPH) in

according to the environmental
management department head of
Jember University School of
Agriculture, R. Soedrajad. He
was responding to a decision to
cut a large section of the Ijen-
Raung natural reserve area for a
geothermal mining site
designated by the Energy and
Mineral Resources Ministry.

As someone involved in efforts to
turn the Ijen-Raung reserve into a
national park (initiated in 2000
but put on hold due to various
licensing and political issues),

prepared everything to make the
ljen-Raung area a national park,
but things went wrong at the last
moment after we met most of the
requirements,” he said.

Late last year, the East Java
Region III Natural Resources
Conservation Center (BKSDA)
received a copy of a ministerial
decree citing the presence of
geothermal potential in the
Blawan-Ijen area. The geothermal
sources, estimated at a capacity
of 270 megawatt, are found in 29
places in a 62,620-hectare area in

Bondowoso. Three are located in
the Mount Ijen reserve.

BKSDA Region III Head Setyo
Utomo, who had just been
appointed to his position, was
surprised since the ministry had
never informed of the planned
geothermal mining in the area,
despite the fact the decree was
issued and signed on Oct. 22,
2008. Since early last year,
BKSDA has coordinated with
various parties, including
Banyuwangi, Jember and
Bondowoso regents as well as the
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forestry company in Bondowoso
and West Banyuwangi to
accelerate the process to make
ljen-Raung a national park.

In the middle of last year, the
Forestry Ministry formed a team
to study various aspects of the
ljen-Raung area before it could
name it a national park. The team
was the final requirement to be
able to change the area’s status
into a national park. Under the
plan, the Ijen-Raung National
Park was to be inaugurated this
year.

But in November 2009, Perhutani
found the map for geothermal
mining in the Blawan-Ijen area,
prompting a decision on Dec. 15
last year to reduce the area of the
prospective national park to give
space to the mines. Consequently,

the Raung mountain region was
excluded from the area that
would later become the national
park. The area of the planned
national park has diminished
drastically from 53,000 hectares
to only 7,260 hectares. “The
minimum area in the Ijen-Raung
that must be tightly secured to
maintain a stable ecology and
ecosystem is 10,000 hectares,”
Soedradjad said.

The Ijen-Raung forest is currently
in a critical state, as almost 75
percent of the ecosystem has
been damaged due to forest
conversion into farmland.
Sacrificing the conservation area,
he said, should not happen if
communication between the
sectors and ministries were
effective. “The best solution is to
keep the national park’s area and

set the mining site at its
exploitation zone,” he said. “We
can also plan so that geothermal
plants are not placed in the
national park area.”

By doing this, he said,
conservation and mining could be
carried out simultaneously,
considering that the land needed
for mining was not vast. But he
warned that the environmental
impact analysis for the mining
site should be carefully carried
out. Ijen-Raung represents an
untouched sub-alpine rainforest
in Java and is home to
endangered species like the Javan
hawk-eagle and green Javanese
jungle fowl. Some even believe it
is home to the Javan tiger,
thought to be extinct in the wild.

Bill Gates: Ban Coal and Invest in Clean Energy Technology

15 Februari 2010

Sumber : http://news.mongabay.com/2010/0212-gates.htm

The planet needs "energy
miracles" to overcome the dual
challenges of meeting energy
demand and addressing climate
change, said Microsoft founder
Bill Gates during a speech Friday
at the TED Conference in Long
Beach, California. "What we're
going to have to do at a global
scale is create a new system,"
Gates said. "So we need energy
miracles."

Just weeks after his foundation
pledged $10 billion for vaccine
research and distribution, Gates
said finding cheap and clean

energy sources should be a
higher priority than creating new
vaccines and improving farming
techniques.

Gates said the world needs to
reduce carbon emissions to zero
by 2050 and suggested
researchers spent the next 20
years developing new
technologies and the follow 20
years implementing them. He
said coal and natural gas should
be phased out by 2050 and
touted carbon capture and
storage technology and wind,
solar photovoltaic and solar

thermal, and nuclear power.
According to CNN Gates focused
on reprocessing reactor waste
into clean energy. "A molecule of
uranium has a million times more
energy than a molecule of coal,"
he noted. "In terms of fuel, [spent
uranium fuel rods] really solves
the problem."

Gates estimated that spent fuel
rods in the U.S. could power the
country for 100 years. He added
that filtering uranium from
seawater could be a huge energy
source.
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Toyota Ungkap Cacat Mobil

12 Februari 2010

Sumber : http://oto.detik.com/read/2010/02/12/092852/1298092/648/toyota-ungkap-cacat-mobil

Tokyo - Untuk mendapatkan
kembali kepercayaan
penggunanya yang menurun
setelah recall besar-besaran di
AS, produsen mobil Jepang

membuat langkah yang
mengejutkan. Toyota akan
mengungkapkan semua

kerusakan atau cacat mobil yang
sudah diperbaiki oleh Toyota.

Toyota  diyakini  merupakan
produsen mobil pertama yang
mau  jujur  mengungkapkan
informasi mengenai masalah-
masalah yang dialami mobilnya,
termasuk masalah kecil
sekalipun, seperti pintu mobil
yang sulit ditutup atau kursi yang
sulit digeser. Padahal produsen
mobil tidak diwajibkan untuk
melaporkan perbaikan minor.
Perbaikan minor seperti itu
biasanya dilakukan secara
individual oleh diler dengan
mengganti suku cadang yang
bermasalah.

Seperti dilansir harian Jepang
Yomiuri Shimbun dan dikutip AFP,
Jumat (12/2/2010), Presiden
Akio Toyota akan menjelaskan
hal itu dalam kunjungannya ke
Amerika Serikat pada Maret
nanti. Tadinya Toyoda akan
mengunjungi AS pada 10
Februari 2010 ini. Namun karena
di AS terkena badai salju yang
hebat, Toyoda menunda

perjalanannya Maret

nanti.

hingga

Dengan pengungkapan perbaikan
cacat mobil itu, Toyota berharap
bisa meyakinkan para pengguna
mobilnya kalau mereka betul-
betul mengutamakan
keselamatan. Toyota di AS
khususnya mengalami tekanan
hebat untuk menjelaskan soal
recall besar-besaran di AS.
Kongres AS malah akan
mengadakan hearing dengan
pejabat Toyota terkait kasus itu
pada 24 Februari 2010 nanti.

Pemerintah Jepang pun
menyoroti masalah recall yang
dilakukan Toyota. Secara tidak
langsung, kasus itu
mempengaruhi industri Jepang.
Menteri Transportasi Jepang Seiji
Maehara berharap kepada cucu
pendiri Toyota vyakni Akio
Toyoda untuk segera mengambil
tindakan terhadap masalah yang
sudah menjadi global tersebut.
Seperti dikutip dari Reuters, Rabu
(10/2/2010)  Seiji meminta
Toyoda segera mencegah hal ini
agar tidak menjadi masalah
diplomatik berkenjangan.

"Mengenai masalah penarikan
kendaraan itu sangat penting,
tetapi masing-masing negara
perlu mempertimbangkan
bagaimana masalah itu tidak

Menhut Bekukan 23 Perusahaan Tambang

9 Februari 2010

menjadi masalah diplomatik,”
kata Seiji Maehara Pemerintah AS
masih melanjutkan penyelidikan
pada Toyota Prius akibat
sejumlah kecelakaan yang telah
disebabkan oleh Toyota Prius
Hybrid. Hingga saat ini telah 19
korban meninggal akibat sistem
rem Toyota Prius yang dinilai
kurang pakem ketika dipijak.

Sebelumnya Menteri
Transportasi Amerika Serkat Ray
LaHood terus menekan Toyota
untuk melakukan koreksi
terhadap masalah pedal gas di
mobil Toyota. LaHood menuding
Toyota kurang tanggap dan
malah membuat permasalahan
recall menjadi berlarut-larut.
LaHood menilai kasus ini terjadi
sejak 2007 lalu, namun dia
menilai Toyota belum
mengeluarkan tindakan yang
cukup. Hingga saat ini Toyota
telah menarik lebih dari delapan
juta kendaraan di seluruh dunia
karena kesalahan pada pedal gas
dan sistem rem. Mobil yang
ditarik termasuk model populer
seperti Camry, Corolla dan Prius.

Di Indonesia sendiri, Toyota
hanya melakukan recall atas 13
Toyota Prius yang diimpor secara
utuh dari Jepang, sementara
untuk mobil lainnya, Toyota
meyakinkan tidak ada yang
mengalami cacat produksi.

Sumber : http://id.news.yahoo.com/Iptn/20100208/tpl-menhut-bekukan-23-perusahaan-tambang-b03a71c.html

Jakarta - Menteri Kehutanan
(Menhut) Zulkifli Hasan
mengatakan, Direktorat Jenderal
Kehutanan telah menghentikan
operasional 23  perusahaan
tambang yang tersebar di seluruh
Indonesia. Sedangkan 51
perusahaan tambang lainnya

ditolak permohonannya. Delapan
perusahaan diberi peringatan
dan sembilan perusahaan
ditunda proses izinnya. Demikian
dikemukakan Zulkifli Hasan saat
menyampaikan progres 100 hari
kerja di lingkungan Ditjen
Kehutanan di Jakarta, Senin

(8/2).

Menhut menjelaskan, Ditjen
kehutanan  saat ini  telah
memetakan  tambang-tambang
ilegal di kawasan hutan sebagai
dasar operasi penindakan.
Pembekuan 23  perusahaan
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tambang ini adalah bagian dari
operasi penindakan tersebut.
Sebab, 23 perusahaan tambang
itu terindentifikasi menyalahi
aturan. Misalnya, melakukan
kegiatan penambangan di area
kawasan hutan lindung di
sejumlah wilayah di Indonesia
dan tidak memiliki kelengkapan
surat izin penambangan.

Terkait dengan permasalahan
tukar guling di Taman Nasional
Gunung Halimun, Zulkifli
mengatakan,  pihaknya  kini
tengah mempelajari masalah
tukar guling permukiman di
kawasan  tersebut. = Menurut
Zulkifli, proyek pertanian veteran
dan demobilisasi di Lokapura, di
Taman Nasional Gunung Halimun
telah ada sejak 1967.

Pada 1987 telah dilakukan
evaluasi dan diambil kebijakan.
Di mana hutan lindung harus
dikembalikan sesuai fungsinya,
yakni menjadi kawasan hutan
produksi dan hutan lindung yang
dikelola Perhutani. Pada 1997
telah diterbitkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan
tentang  Penunjukan  Taman
Nasional Gunung Halimun seluas
40 ribu hektar lebih.

Ditjen Kehutanan, masih menurut
Zulkifli, telah membentuk tim
teknis sejak 2007. Tim ini
menemukan beberapa fakta di
lapangan bahwa proyek
Lokapura telah menyimpang dari
tujuan semula. Di lokasi ini telah
banyak  dibangun berbagai
macam fasilitas umum, objek
wisata dan sebanyak 210 unit
vila telah berdiri di kawasan
tersebut. Namun, Zulkifli
menyatakan, pihaknya baru akan
memeriksa ada tidaknya
perjanjian tukar guling dalam
proyek Taman Nasional Gunung
Halimun.

Zulkifli  juga  menyebutkan,
delapan agenda prioritas 100
hari masa kerja Kementerian
Kehutanan 2009-2014. Di
antaranya, pemantapan kawasan
hutan, rehabilitasi dan
peningkatan daya dukung daerah
aliran sungai (DAS), dan

pengamanan dan pengendalian
kebakaran hutan. Serta,
konservasi keragaman hayati,
revitalisasi pemanfaatan hutan
dan industri kehutanan.
Termasuk, pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan,
mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim sektor kehutanan dan
penguatan kelembagaan
kehutanan telah dicapai 100
persen.

Menurut Menhut, rendahnya
penegakan hukum di tingkat
bawah mengakibatkan illegal
logging terus berlangsung. Ia
menambahkan ini bukan hanya
menjadi pekerjaan Ditjen
Kehutanan semata, melainkan
juga menjadi tugas aparat
penegak hukum lainnya.
Terutama, polisi dan kejaksaan
sebagai ujung tombak. Hanya
saja, minimnya Kkesejahteraan
masyarakat di sekitar kawasan
hutan juga menjadi salah satu
pemicu sulitnya menertibkan
perambahan hutan.

Indonesian Ecolabeling Initiative Providing Cover for Rainforest

Destruction
9 Februari2010

Sumber : http://news.mongabay.com/2009/0210-telepak_indonesia.html

The Indonesian Ecolabel Institute
is facilitating rainforest
destruction by issuing
"sustainable forest management
certificates” to companies that
convert natural and peatlands
into industrial timber estates,
allege national environmental
groups.

Telapak and Forest Watch
Indonesia say the Indonesian
Ecolabel Institute (LEI) has
issued sustainability certificates
to two companies with
documented environmental
abuses in Sumatra: Riau Andalan
Pulp and Paper, a subsidiary of
Asia Pacific Resources

International Holdings Ltd., and
Wira Karya Sakti, a subsidiary of
Asia Pulp and Paper. "LEI's
certification only looks at how
the timber estates are managed

once operational, without
considering  the significant
ecological impacts of forest

conversion, especially in peat
ecosystems.

These industrial timber estates
are built by converting natural
forests into monocultured
plantations, which is clearly
against the principles of
sustainable forest management,”
said Wirendro Sumargo,
Executive Director of Forest

Watch Indonesia. The
environmental groups say that
the Indonesian government is
part of the problem — it has been
issuing new industrial timber
estate licenses on lands that have
standing forest.

"The government has several
criteria  for timber estate
development that stipulate they
must be on barren land or land
without forest cover," the groups
said in a statement. "In reality,
many timber estates have been
established on logged-over areas
in productive forests and even in
virgin forests."
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The groups cite a recent
concession concession granted to
PT Selaras Inti Semesta, a
subsidiary of the Medco Group, in
Papua as an example. Analysis of
the concession shows that 44
percent of the 259,000-hectare
concession is "good natural
forest". "Establishing industrial
timber estates on natural forest

and peat ecosystems means
ignoring the risks of
deforestation, forest fires, social
conflicts and climate change,"
said Wirendro. "Such certification
must be halted until there is a
guarantee that industrial timber
estates will not be allocated on
productive natural forest and
peat ecosystems."  "Industrial

Timber Estate certification like
the ones in Sumatera are a
misleading eco-label,"” said
Husnaeni  Nugroho, Telapak
forest campaigner. "LEI must
stop this scheme or the forests in
Papua will suffer from great risks
associated with forest
conversion."

Green Banks' Still Bankrolling Dirty Investments

2 Februari 2010

Sumber : http://agreenbiz.com/news/2010/02/01/green-banks-still-bankrolling-dirty-investments

London — Major banks are
failing to adequately address the
risk of climate change in their
investment decisions, according
to a major report released by
PricewaterhouseCooper. The
study assessed the performance
of a group of leading financial
institutions -- Crédit Agricole,
HSBC and Standard Chartered
and insurance groups Munich Re
and Swiss Re -- against the
Climate Principles, a set of green
investment guidelines launched
by the Climate Group in 2008 and
endorsed by the five companies.

It found that while the companies
had made strides to reduce their
carbon footprint, they scored
badly in a review of the
environmental impact of their
project finance activities.

The report said that the
institutions were continuing to
finance projects that emit more
than 100,000 tons cO02
equivalent per year without
ensuring those projects are doing
all they can to reduce emissions
or look at alternative
technologies. John Williams of
PwC, author of the report, told
the Financial Times: "What banks
should be doing is saying we
know that there will be
regulation of carbon, therefore

why would you finance an asset
that will become stranded in the
next decade?"”

The report found it difficult to
ascertain how banks are engaging
with their clients to ensure

projects have emissions
reduction plans, how their
emissions are calculated,

monitored and disclosed; and
how projects are provided with
the necessary support to mitigate
emissions produced during their
lifetime. "Institutions need to
make more information publicly
available to explain how they are
engaging with clients involved in
carbon-intensive projects,” the
report states. "Greater
transparency  will improve
stakeholder understanding of the
challenges being faced and the
solutions being implemented to
resolve them. "

The report also found some of the
institutions are not doing enough
to finance low-carbon
investments, revealing that only
two of the five firms have put in
place a plan to "develop viable
financing solutions to facilitate
investment in low-carbon
technologies and GHG-reduction
projects”. The banks fared much
better in other areas, including
reducing the carbon intensity of

their own operations, integrating
climate change issues into
general business activities and
working with their supply chains
to reduce emissions.

The five institutions met with the
Climate Group in Davos to
discuss their progress and how
they can improve their adherence
to the Climate Principles. They
also welcomed fund manager
F&C Asset Management as the
sixth signatory to the Climate
Principles.

Alain Grisay, chief executive of
F&C Asset Management, said
there was a compelling business
case for financial institutions to
adhere to green investment
guidelines. "If there is one lesson
to be learned from the credit
crisis, it is that apparently
rational, competitively driven
behaviour can have tragic
consequences when there is a
systemic failure to recognise and
price in unconventional risks," he
explained. "As with the credit
crisis, we need a systemic
approach to avert disaster. The
Climate Principles represent our
response to this crisis in the
making and our commitment to
do something concrete and
powerful to avert it."
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From Singapore with ISO 26000-and Love, of Course

Jalal
Aktivis Lingkar Studi CSR

Minggu pertama Februari 2010 lalu, newsletter CSR
Indonesia (Vol. 4/1) memuat berita dari Harian
Republika yang ‘melegakan’, yaitu kesimpulan bahwa
perusahaan-perusahaan di Indonesia telah siap
menyongsong diberlakukannya ISO 26000 sebagai
standar tanggung jawab sosial. Terlepas dari
kesalahan fundamental bahwa ISO 26000 tampak
dianggap hanya berlaku untuk perusahaan—padahal
ia berlaku untuk setiap jenis organisasi termasuk
instansi pemerintah dan organisasi masyarakat
sipil—tulisan itu sendiri jauh dari realitas. Tulisan
ini ditujukan untuk menjelaskan mengapa ISO 26000
tidak akan dengan mudah diadopsi oleh organisasi-
organisasi di Indonesia, termasuk perusahaan.

Penulis berkesempatan untuk menghadiri pelatihan
mengenai ISO 26000 yang diselenggarakan oleh CSR
Asia pada awal minggu kedua Februari 2010. Di
pelatihan itu, pendiri CSR Asia Richard Welford,
menyatakan bahwa ISO 26000 adalah “the next
logical step for big companies with advance CSR
performance...” Ini mengisyaratkan bahwa ISO
26000 bukanlah sebuah guidance yang ringan untuk
diikuti, walaupun Welford juga menyatakan bahwa
ISO 26000 itu “..really really useful.” Mengapa
demikian?

Pertama, karena bagaimana tanggung jawab sosial
organisasi didefinisikan. Halaman 3 dan 4 Draft
International Standard dari ISO 26000 menyatakan
bahwa tanggung jawab sosial adalah: “responsibility
of an organization for the impacts of its decisions and
activities on society and the environment, through
transparent and ethical behaviour that contributes to
sustainable development, including health and the
welfare of society; takes into account the expectations
of stakeholders; is in compliance with applicable law
and consistent with international norms of behaviour;
and is integrated throughout the organization and
practised in its relationships.”

Walaupun definisi yang semacam ini sudah dianut
oleh kebanyakan pakar yang mempromosikan CSR
arus utama—studi dari Archie Carroll di tahun 1999
menunjukkan bahwa definisi seperti itu sebetulnya
sudah ada sejak tahun 1960an—namun praktik CSR
di Indonesia masihlah jauh dari definisi yang
demikian. Bagaimanapun, sebagian besar
perusahaan yang mengaku sudah menjalankan CSR,
masih sangat membatasi diri pada tindakan
sumbangan sporadis. Beberapa perusahaan—

terutama dari sektor ekstraktif—sudah melangkah
lebih jauh ke pengembangan masyarakat, namun
kinerjanya juga belumlah seperti yang dikehendaki
definisi pengembangan masyarakat (yaitu
kemandirian kelompok rentan). Padahal CSR tidak
identik dengan pengembangan masyarakat (yang
‘hanya’ merupakan 1 dari 7 subjek inti CSR, dalam
ISO 26000).

Kehadiran ISO 26000 tentu saja akan menekankan
bahwa CSR tidaklah sebagaimana yang dipikirkan
dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan di
Indonesia—atau, menurut Welford, di seluruh
kawasan Asia. Kalau diberlakukan untuk
perusahaan, CSR adalah tanggung jawab atas dampak
yang ditimbulkan oleh perusahaan, baik itu disengaja
atau tidak, baik itu sebagian maupun keseluruhan.
CSR juga dinyatakan tujuannya adalah berkontribusi
pada pembangunan berkelanjutan, atau dengan kata
lain apapun yang dilakukan perusahaan yang
tujuannya di luar pencapaian pembangunan
berkelanjutan tidaklah akan dihitung sebagai CSR.
Sementara, harus jujur diakui, bahwa tujuan
sebagian (besar?) perusahaan yang menjalankan
berbagai aktivitas investasi sosial adalah pencitraan
belaka. Nantinya, perusahaan-perusahaan seperti itu
akan tidak bisa lagi dianggap menjalankan tanggung
jawabnya.
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Kedua, karena ISO 26000 sangatlah serius dalam
meminta organisasi untuk menjaga prinsip-
prinsipnya. Prinsip yang dinyatakan di situ
seluruhnya wajib dipenuhi, tanpa mungkin ditawar-
menawar. Prinsip-prinsip itu adalah akuntabilitas,
transparensi, perilaku etis, penghormatan atas
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interest pemangku kepentingan, kepatuhan pada
hukum, kepatuhan pada norma  perilaku
internasional, dan penghormatan pada hak asasi
manusia (lihat gambar di atas dari Draft
International Standard ISO 26000, 2009). Tidak ada
orang yang akan menyatakan penolakan atas prinsip-
prinsip itu secara normatif, kecuali mungkin ingin
dianggap sebagai orang yang pandir luar biasa.
Namun, dalam kenyataannya, pemenuhan atas
prinsip-prinsip itu bukanlah pekerjaan yang mudah.
Prinsip pertama saja akan menimbulkan kesulitan
luar biasa. Benar, bahwa akuntabilitas telah banyak
didengang-dengungkan di berbagai forum. Tapi
apakah benar-benar dipenuhi. Perbedaan penting
dari tanggung jawab (responsibility) dengan
akuntabilitas/tanggung gugat (accountability) adalah
bahwa “Responsibility means doing the right thing...,”
sementara “..accountability means proofing that you
do the right thing, and proofing means measuring and
communicating.” Demikian menurut Welford.

Nah, akuntabilitas, kalau pengertiannya demikian
memang tidak mudah. Dalam sebuah penelitian
mutakhir CSR Asia dan GRI, sebagian besar
perusahaan di kawasan Asia ini tidaklah dengan
tertib mengukur dampaknya terhadap masyarakat
secara komprehensif. Memang, ada pengukuran
pada level projek-projek sosial, namun itu tidaklah
memadai. Demikian juga, komunikasi yang
membuktikan bahwa dampak bersih perusahaan itu
bernilai positif juga tak banyak dilakukan. Kalau GRI
Generasi 3 kita pergunakan sebagai norma untuk
pelaporan keberlanjutan yang (relatif) komprehensif,
maka jumlah pelaporan yang demikian masihlah
terlampau sedikit. Di seluruh dunia, baru ada 3100
perusahaan yang melakukannya di tahun 2009,
sementara pada kurun waktu yang sama, jumlah
perusahaan yang melaporkan dengan standar
tersebut di Indonesia belumlah lagi mencapai 30.
Jadi, apakah akuntabilitas itu sebuah prinsip yang
mudah dipenuhi? Sama sekali tidak.

Prinsip yang lain adalah penghormatan terhadap
interest pemangku kepentingan. Dalam ISO 26000
sangat tegas dinyatakan bahwa perusahaan wajib
untuk mengetahui siapa sajakah pemangku
kepentingannya. Pada kenyataannya, di Indonesia
mungkin perusahaan yang sudah memiliki peta
pemangku kepentingan yang dibuat dengan
metodologi yang benar (menggunakan teori
identifikasi pemangku kepentingan versi Mitchell,
Agle dan Wood (1997), penyempurnaannya oleh
Driscoll dan Starik (2004) atau versi Bouitilier
(2009) yang menggunakan teori modal sosial, atau
yang terinspirasi dari kedua varian itu) belumlah
melampaui jumlah jari-jari tangan manusia normal.
Bagaimana  mengharapkan  perusahaan bisa
menghormati kepentingan mereka, bila siapa

pemangku kepentingannya saja tak mereka ketahui?
Kalaulah seluruh prinsip kita pelajari dengan
mendalam, kesimpulan realistisnya pastilah bahwa
perusahaan-perusahaan (juga organisasi lain) di
Indonesia tak akan mudah memenuhinya.

Ketiga, cakupan subjek yang dianggap masuk ke
dalam tanggung jawab sosial sangatlah luas. Kalau
sebagian besar perusahaan itu menjalankan “CSR”
dengan cara melakukan tindakan sumbangan
sporadis, maka itu jauh sekali dari tuntunan dan
tuntutan ISO 26000 atas CSR. Dalam ISO 26000,
tanggung jawab sosial meliputi tata kelola organisasi,
HAM, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik
operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan
pengembangan masyarakat (lihat gambar berikut
dari Draft International Standard ISO 26000, 2009).
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Posisi yang unik dimiliki oleh tata kelola organisasi
yang ditaruh di ‘jantung’ lingkaran subjek inti yang
dinyatakan bersifat holistik dan saling tergantung itu.
Menurut dokumen tersebut, tata kelola organisasi
memang merupakan fondasi dari keseluruhan subjek
inti yang lain. Tanpa tata kelola organisasi yang baik,
maka mustahil pencapaian kinerja yang tinggi dalam
keenam subjek inti lain dapat diperoleh.

Dokumen ISO 26000 juga dengan tegas menyatakan
bahwa ketujuh subjek inti ini haruslah dilaksanakan
oleh seluruh organisasi yang bertanggung jawab.
Jadi, tak bisa sebuah organisasi memilih subjek inti
mana yang harus dilaksanakan dan membuang satu
atau lebih subjek inti lain. Namun, catatan
pentingnya adalah bahwa isu-isu yang ada di bawah
setiap inti bersifat fakultatif atau pilihan. Organisasi
yang mau mengikatkan diri pada ISO 26000 tentu
saja harus membuktikan mana isu yang material atau
signifikan bagi organisasinya, untuk kemudian dipilih
untuk menjadi penekanan usahanya. Di sini memang
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ada peluang bagi perusahaan yang ingin
meringankan ‘beban’ dirinya. Apalagi ISO 26000
tidak secara detail mengatur bagaimana caranya
menentukan materialitas isu—dibandingkan dengan
standar pelaporan GRI Generasi 3, misalnya.

Namun, tentu saja pandangan pemangku
kepentingan atas materialitas adalah salah satu yang
paling penting. Juga, karena tanggung jawab sosial
didefinisikan sebagai manajemen dampak, maka apa
yang menjadi dampak operasi perusahaan itulah
yang akan menentukan signifikansi isu tersebut
dalam penegakkan ISO 26000 di suatu perusahaan.
Welford sendiri menyarankan bahwa perusahaan
bisa menimbang signifikansi suatu isu dengan
melihat dampak perusahaan yang terkait dengan
pembangunan berkelanjutan, efek potensial apabila
perusahaan mengabaikannya, tingkat perhatian para
pemangku  kepentingan, derajat kemudahan
mengontrol dampak atau memanfaatkan peluang,
kinerja perusahaan dalam isu tersebut, juga kinerja
perusahaan lain dalam isu yang sama (lihat gambar
berikut, diambil dari Welford, 2010)
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Keempat dan terakhir, ISO 26000 itu menjadi relatif
berat diaplikasikan karena menuntut integrasinya ke
dalam operasi perusahaan serta dipraktikkan dalam
hubungan dengan pihak manapun. Hal ini menjadi
tak mudah, karena kebanyakan perusahaan di
Indonesia masih sangat minim pengetahuannya
mengenai CSR. Akibatnya, mereka yang memahami
CSR di perusahaan jumlahnya sangat sedikit—kalau
bukan malah tidak ada sama sekali. Tantangan untuk
mengintegrasikan CSR tentu saja menjadi luar biasa
berat, karena integrasi CSR berarti seluruh bagian di
dalam perusahaan harus sejiwa, yaitu mencurahkan
sumberdaya untuk mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan. Namun, bagaimana mau

mengintegrasikan itu kalau pengetahuan mengenai
CSR saja masih minim dan dimiliki hanya segelintir
orang? Integrasi CSR berarti perusahaan harus
melakukan akselerasi pengetahuan dan keterampilan
secara masif. Integrasi CSR juga berarti perusahaan
harus meninggalkan pola pikir lama bahwa hanya
bagian tertentu saja yang mengurusi CSR. Nah,
mengedukasi semua fungsi di dalam perusahaan
untuk berpola pikir baru tidaklah pernah mudah.
Para ‘dewa’ manajemen perubahan seperti Peter
Senge telah banyak menulis mengenai hal ini.

Masalahnya kemudian semakin memberat karena
ISO 26000 juga menuntut praktik CSR yang konsisten
ketika perusahaan berhubungan dengan semua
pihak. ISO 26000 juga meyatakan bahwa sphere of
influence atau ruang pengaruh sebuah organisasi itu
mencakup bisns intinya sendiri, rantai pasokan,
interaksi dengan komunitas, hingga kebijakan publik
dan advokasi. Ini berarti perusahana yang hendak
ber-CSR dengan standar ISO 26000 tidak bisa ‘asyik
sendirian’. Selain ia harus benar-benar bertanggung
jawab dan bertanggung gugat atas dampak bisnis
intinya, ia juga mesti melakukan CSR yang benar
sepanjang rantai pasokannya (yang berarti
memastikan bahwa seluruh rantai itu menegakkan
prinsip-prinsip yang sama dan berkinerja yang relatif
setara dalam subjek inti CSR).

Ketika berhadapan dengan masyarakat, perusahaan
juga harus bisa menegakkan CSR dengan benar. Jadi,
bukan kemudian sekadar melakukan tindakan
sumbangan sporadis, namun benar-benar
memastikan bahwa damapk bersihnya positif.
Masalahnya, sebagaimana yang ditemukan oleh studi
bersama antara CSR Asia, GRI dan Universitas Hong
Kong (2009), hampir-hampir tak ada perusahaan
yang benar-benar mengukur seluruh dampaknya
terhadap masyarakat. Mau bertanggung jawab dan
bertanggung gugat atas seluruh dampak yang
ditimbulkannya terhadap masyarakat benar-benar
mempersyaratkan perubahan yang besar. Harus
diakui, sebagian besar perusahaan di Indonesia tak
memiliki Amdal yang bermutu tinggi—dan itu juga
yang mendorong perubahan mendasar dalam UU
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
yang baru (UU Nomor 32/2009) dalam bagian yang
mengatur Amdal. Bagaimana mungkin mengetahui
dan mengelola seluruh dampak atas masyarakat
kalau Amdal masih diperlakukan sebagai dokumen
perijinan belaka?

Lebih jauh daripada itu, perusahaan juga akan
dituntut untuk menegakkan CSR dalam pengaruhnya
atas kebijakan publik, juga melakukan advokasi
kepada mereka yang belum memahami CSR dengan
benar. Tentu, ini disandarkan pada asumsi bahwa
perusahaan sudah mengetahui CSR dengan benar,
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sehingga bisa mempengaruhi kebijakan publik agar
pro-CSR (atau lebih luas dan lebih tepat lagi: pro-
pembangunan berkelanjutan) juga mendidik pihak
lain ntuk mengacu pada nilai yang sama. Tantangan
di sini sungguh berat. Dengan mengandaikan bahwa
perusahaan adalah pihak yang lebih paham CSR dan
pembangunan berkelanjutan, upaya mempengaruhi
kebijakan publik tetaplah berat. Secara faktual,
kebijakan pembangunan di Indonesia masih jauh
dari ide pembangunan berkelanjutan. Ide bahwa
pembangunan harus dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan generasi sekarang dan generasi
mendatang (inter-generational equity) memang
kerap terdengar, tetapi fakta di lapangan masihlah
jauh dari itu. Berbagai indikator masih menunjukkan
bahwa kecenderungannya adalah ketidaklestarian,
dan upaya membalik kondisi tersebut masih kurang
tampak. Jadi, membujuk pemerintah tampaknya
bukanlah hal mudah. LSM, akademisi, lembaga
donor, dan lainnya telah lama mencoba melakukan
hal ini dengan hasil yang, kalau mau jujur, tak begitu
sukses.

Karena majoritas perusahaan juga sudah lama
menjadi pendosa dalam isu pembangunan
berkelanjutan di Indonesia, maka kalau ada
perusahaan yang mencoba-coba ‘berceramah’ soal
pembangunan berkelanjutan, maka sinisme, apatis,
bahkan tuduhan greenwash kerap harus dihadapi.
Jadi, tantangannya bukan saja mengedukasi diri
sendiri soal CSR dan pembangunan berkelanjutan,
lalu menegakkan prinsip-prinsipnya dalam praktik

operasonal, namun juga bagaimana membuktikan
bahwa skeptisisme para pemangku kepentingan
tidaklah  berdasar. @ Tentu, hanya  kinerja
keberlanjutan yang tinggi dan komunikasi yang jujur
saja yang akan mampu membalikkan persepsi negatif
itu.

kkskokk

So, what's love got to do with it? Mungkin demikian
pertanyaan protes atas judul tulisan ini. Pembacaan
yang saksama atas dokumen ISO 26000 akan
memperlihatkan bahwa CSR itu hanyalah bagi
perusahaan yang anggotanya benar-benar mencintai
tujuan pembangunan berkelanjutan dengan sepenuh
hati. Berbagai motivasi lain: peningkatan citra,
keuntungan yang lebih  besar, kemudahan
mendapatkan pinjaman dan lain-lain tampaknya tak
akan membawa perusahaan sampai ke tingkat CSR
sebagaimana yang diinginkan oleh I1SO 26000.
Tampaknya, kecintaan pada  pembangunan
berkelanjutan sajalah yang menjadi motivasi yang
memadai. Soal reward atas rasa cinta tersebut, akan
sangat tergantung dari bagaimana pemangku
kepentingan melihat kesungguhan perusahaan, juga
dari apakah pemangku Kkepentingan itu juga
mencintai tujuan yang sama. Dan itu harus terus
diperjuangkan oleh perusahaan tanpa henti—kalau,
sekali lagi, benar-benar mencintai pembangunan
berkelanjutan.

Garuda Indonesia dan Perubahan Iklim

Jalal
Aktivis Lingkar Studi CSR

Awal  Februari lalu tersiar kabar yang
menggembirakan banyak pemangku
kepentingan. Garuda Indonesia, maskapai

penerbangan nasional Kkita telah menyatakan
komitmennya untuk berkontribusi pada pengelolaan
dampak pemanasan global. Maskapai tersebut
bergabung dengan beberapa gelintir maskapai dari
negara lain yang tergabung dalam IATA
menandatangani sebuah perjanjian untuk melakukan
offset atau penebusan emisi karbon. Mereka akan
memberikan informasi kepada para penumpang
mengenai emisi karbon yang disebabkan oleh
penerbangan mereka, lalu akan memberikan pilihan
untuk membayar semacam pajak karbon. Bagi
penumpang yang tergerak hatinya untuk membayar
‘pajak’ tersebut, maka Garuda akan menjadi
semacam pengumpul pajak untuk kemudian
menginvestasikannya ke berbagai aktivitas yang

menyerap atau mencegah terlepasnya karbon ke
atmosfer.

Bagaimanapun, upaya untuk ikut dalam upaya
mengatasi pemanasan global haruslah diapresiasi. Di
Indonesia, sangatlah sedikit perusahaan yang sudah
ikut memikirkan hal ini. Studi Miyaguchi dan Shaw
dari Kyoto University (CDM and Its Development
Impact: the Role and Behaviour of the Corporate

Sector in CDM Projects in Indonesia, 2009)
membuktikan hal tersebut. Juga, menurut Rory
Sullivan, bagaimanapun pengelolaan dampak

pemanasan global belumlah menjadi arus utama
praktik CSR di seluruh dunia ini, sebagaimana yang
dikumpulkan buktinya dalam Corporate Responses to
Climate Change (2009). Hanya saja, hal-hal itu tidak
lalu menghalangi kritisisme terhadap apa yang
dilakukan oleh maskapai tersebut. Masih banyak
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ruang perbaikan yang bisa dilakukan oleh Garuda,
kalau memang mereka serius untuk menangani
dampak pemanasan global.

Point of Sale

Efficicncy
of Energy
Use

Pertama-tama, penebusan emisi karbon seharusnya
bukan dipilih sebagai pilihan cara yang pertama,
melainkan yang kemudian (misalnya menurut Waage
dan Stewart, 2006—Ilihat gambar di atas) atau
bahkan terakhir (Clemens, Bamford, dan Douglas,
2008). Bagaimanapun, logika CSR adalah terlebih
dahulu meminimumkan dampak negatif dengan
berbagai cara, bukan langsung ‘membayar’
kesalahan. Kalau sebuah perusahaan tak terlebih
dahulu menunjukkan upaya untuk memahami apa
saja dampak negatifnya dan berapa besar, maka
upaya apapun yang dilakukan hampir pasti tidak
sebanding dengan dampak tersebut, dan pemangku
kepentingan akan melihatnya sebagai tanggung
jawab setengah hati.

Kedua, terkait dengan yang di atas, maka tuntutan
terpenting  kepada  Garuda adalah  untuk
membuktikan bahwa dirinya mengetahui secara
persis berapa besaran dampaknya pada pemanasan
global. Garuda musti mengetahui dengan saksama
apa saja gas rumah kaca yang mereka produksi dari
aktivitas langsung (penerbangan dan
pengurusannya) maupun tak langsung (transportasi
pekerja, penggunaan listrik di kantor, dsb.), serta
berapa besarnya masing-masing. Sebuah audit
energi atau audit gas rumah kaca yang menyeluruh
dan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen
dan kredibel diperlukan untuk membuktikan
kesungguhan Garuda dalam hal ini.

Dalam kriteria materiality atau signifikansi terhadap
bisnis, maka jelas pembakaran avtur sebagai
sumberdaya untuk mesin jet telah membuat semua
maskapai penerbangan sebagai sumber gas rumah
kaca. Besaran avtur untuk mentransportasikan

orang atau barang per satuan jarak sangatlah besar,
sehingga dampak iklim dari maskapai penerbangan
memang sangat besar. Namun juga, seperti halnya
bisnis lain di Indonesia, penggunaan energi listrik
yang besar dan diproduksi dari bahan bakar fosil
juga membuat Garuda memiliki dampak iklim yang
tidak kecil dari penggunaan listriknya. Lebih jauh,
Garuda juga menyajikan makanan kepada
penumpangnya. Di antara makanan yang disajikan,
Garuda juga misalnya menyajikan menu daging
sapi—bahkan, terkadang menu tersebut merupakan
satu-satunya pilihan (sebetulnya ada pilihan lain,
yaitu tidak mendapatkan makanan) yang disajikan
dalam penerbangan itu, seperti yang dialami penulis
ketika terakhir kali menggunakan Garuda untuk
bepergian. Sebagaimana yang diketahui, produksi
daging merah juga merupakan sumber gas rumah
kaca yang sangat tinggi. Apalagi, metana yang
dihasilkan oleh produksi daging merah dampaknya
120 kali lipat lebih tinggi daripada karbon dioksida.
Seluruh aktivitas Garuda sebagai perusahaan
tersebut harus diketahui dampaknya pada
perubahan iklim.
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Ketiga, Garuda perlu membuka diri dengan
menunjukkan upaya-upaya apa saja yang telah dan
bisa mereka lakukan untuk menekan emisi berbagai
rumah kaca tersebut. Dalam hal ini, hasil audit gas
rumah kaca perlu ditindaklanjuti dengan peta jalan
yang transparen untuk menekan masing-masing gas
rumah kaca itu. Seluruh pilihan teknologi harus
dinilai dan dikemukakan secara mendetail apa saja
potensinya untuk menurunkan gas rumah kaca. Dan,
yang lebih penting lagi, penilaian teknologi dan
teknologi mana yang dipilih, dan berapa target
penurunan emisi dalam kurun waktu tertentu, harus
dinyatakan kepada publik untuk membuktikan
bahwa Garuda memang benar-benar serius
menurunkan emisinya. Gambar dari dokumen 3C (A
Roadmap to Combating Climate Change, 2007) di atas
menunjukkan seluruh teknologi yang bisa dipilih
untuk menurunkan emisi.

5
Abatement
billion tons
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Apabila diperhatikan tampak bahwa ada banyak
pilihan teknologi yang bukan saja murah, melainkan
menguntungkan perusahaan karena bisa menekan
biaya. Dengan demikian, Garuda juga perlu untuk
mengetahui apa saja peluang dari penangangan
perubahan iklim yang bisa membawa kepada
keuntungan lebih tinggi, bukan sekadar tambahan
biaya. Tentu, dengan penurunan biaya, maka harga
jual tiketnya bisa lebih murah, dengan tingkat
keuntungan yang sama. Lebih lanjut lagi, hal ini bisa
menarik lebih banyak penumpang untuk memilih
Garuda. Di satu sisi karena tiket Garuda menjadi
lebih murah, sementara di sisi lain, para penumpang
yang memiliki kesadaran lingkungan lebih tinggi
akan memilih Garuda karena dampak negatifnya
yang lebih kecil atas perubahan iklim.

Keempat, tidak seharusnya upaya menurunkan emisi
tersebut menjadi beban sepenuhnya penumpang.
Memang penumpang memiliki kontribusi karena
memilih untuk terbang dan memilih maskapai
penerbangan tertentu. Namun, itu bukan berarti
seluruh emisi menjadi tanggung jawab penumpang.
Bukankah Garuda juga memiliki tanggung jawab
karena memilih jenis pesawat tertentu untuk
berbagai tujuan penerbangannya. Juga, ada banyak
emisi karbon yang tidak disebabkan oleh
penerbangan. Misalnya dari transportasi darat,
perawatan pesawat dan juga administrasi di
perkantoran. Jadi, sudah sepantasnya kedua pihak
memang dianggap memiliki tanggung jawab
bersama. Garuda sudah seharusnya menawarkan
untuk menanggung sebagian tanggung jawab itu,
misalnya dengan jalan berbagi beban offset. Yang
terbaik adalah kalau Garuda bisa menentukan

dengan teliti sebetulnya bagaimana formula
pembagian beban emisi di antara maskapai dan
penumpangnya.

Dalam buku Green Recovery (2010), Andrew Winston
bertutur mengenai maskapai-maskapai penerbangan
paling maju seperti Virgin Atlantic milik Sir Richard
Branson telah menguji coba pesawat-pesawatnya
yang relatif kecil wuntuk terbang dengan
menggunakan bahan bakar yang lebih ramah
lingkungan. Richard Welford dari CSR Asia juga

baru-baru ini menyatakan bahwa Cathay Pacific
sudah pula mengupayakan banyak hal untuk
menekan emisinya, termasuk uji coba seperti Virgin.
Kalau Garuda juga bisa mengikuti jejak mereka, maka
kepak sayapnya akan membawa semilir angin yang
bisa menahan angkasa dari pemanasan lebih lanjut.
Siapa tahu juga kelak semilir itu bisa ikut
mendinginkan angkasa.

Hanya saja, untuk tiba pada kondisi tersebut
tampaknya Garuda masih harus bekerja sangat keras.
Gambar di atas diambil dari karya Del Pino, Metzger
dan Larsen (Sharpening the Cutting Edge, 2009). Ia
menjelaskan bahwa menggunakan strategi yang
masih terkait dengan ‘existing products’ seperti
Garuda sebetulnya masih termasuk ke dalam
perencanaan jangka pendek—sama dengan sebagian
besar perusahaan pemula yang ada di dunia ini—dan
tidak mungkin mencapai reduksi gas rumah kaca
yang optimal.

Untuk menjadikan dirinya sebagai perusahaan yang
memang bisa dikatakan sebagai perusahaan ramah
atmosfer, maka Garuda harus mulai dengan
perencanaan berpusat pada iklim, lalu melakukan
‘next practice’—sebagaimana yang ditunjukkan oleh
Virgin dan Cathay dengan ujicoba bahan bakar yang
lebih ramah lingkungan—Ilalu masuk ke ceruk pasar
baru yang benar-benar membuka peluang bisnis bagi
yang mengelola dampak iklimnya dengan sangat
baik. Semoga Garuda akan masuk ke wilayah
perencanaan jangka panjang itu segera.
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Study Finds No Correlation between Consumer Perception of
Corporate Environmental Performance and Verifiable Data

Robert Kropp
23 Februari 2010

Sumber : http://www.newscientist.com/article/mg20527483.600-hey-green-spender-the-truth-about-ecofriendly-

brands.html?full=true.

A study by New Scientist magazine employs data
from ESG research provider Trucost, and finds that
companies perceived by consumers as green often
lag in environmental disclosure. SocialFunds.com --
Largely driven by demand from investors for
enhanced disclosure of environmental, social, and
governance (ESG) risks and opportunities, corporate
disclosure of environmental factors has increased
significantly in recent years. Companies reporting
their greenhouse gas (GHG) emissions and climate
change strategies to the Carbon Disclosure Project
(CDP) has nearly tripled since 2006, to about 2,500.
In the US, interpretive guidance published recently
by the Securities and Exchange Commission (SEC) is
likely to provide investors with the enhanced
disclosure they seek.

As corporate disclosure of environmental risks and
opportunities becomes mainstream, the involvement
of a second group of key stakeholders can be
expected to grow. Increasingly, consumers are
expecting the companies whose products and
services they purchase to act as stewards of the
global environment. Accordingly, expectations by
consumers for access to the verifiable disclosure
called for by investors for years should become a
greater concern for companies.

Late 2009 saw the publication by Newsweek of its
green rankings of the top 500 companies in the US,
which brought considerable mainstream attention to
the issue of corporate reporting on environmental
performance. That Newsweek used ESG research
data provided by Trucost, whose data and analysis
on company emissions and natural resource usage
has contributed to investment decision-making since
its founding in 2000, made the rankings more
compelling for advocates of enhanced reporting.

Trucost also contributed its quantitative assessment
of corporate environmental impact to a study
released last week by New Scientist magazine,
entitled Hey green spender: The truth about eco-
friendly brands. The study is based on a poll of
30,000 consumers in the US, which was conducted by
Earthsense. According to New Scientist, “the
Earthsense scores were derived from the answers to
two questions: one on perception of each company’s

overall operations and policies; the other about the
environmental impact of its products.”

Against the perceptions of US consumers, the
economic modeling technique employed by Trucost
provided a quantitative measure of the economic and
environmental performance of companies, based on
the external cost of corporate usage of environmental
resources. Trucost’s methodology ranks a company’s
environmental impacts in order of significance.
Companies using data from Trucost should be able to
assess the necessity of public disclosure of
environmental factors more objectively. Investors
and other stakeholders can use the data as the basis
for improved dialogue with companies.

Because the transition to mainstream public
awareness of corporate disclosure on environmental
issues is a relatively recent phenomenon, it is not
surprising to find that the gulf between perception
and reality is often wide. The New Scientist study
compares consumer perception and quantitative
reality in nine key industry sectors. According to the
study, “Information for wannabe green consumers
has so far lagged behind that for investors.” Finding
no correlation between the Earthsense and Trucost
scores, the study concludes, “US consumers have
little idea about companies’ environmental
performance relative to each other.”

In larger part because of its heavy use of water
resources, the food and beverage sector had the
highest environmental impact, according to Trucost’s
analysis. However, not only do “US consumers fail to
recognize the high environmental costs associated
with agriculture and food processing,” according to
the study; companies such as soft drink
manufacturing rival Coca-Cola and Pepsico, despite
their efforts to reduce the amounts of water used in
manufacturing, are not perceived by US consumers
as taking actions that are friendly to the
environment.

In the Earthsense survey, consumers ranked Coca-
Cola and Pepsico 16th and 17th among the 22 food
and beverage companies included in the study.
However, in its analysis of environmental impact,
Trucost ranked Coca-Cola second in the sector, and
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Pepsico 12th. Although the two companies are taking
similar steps in reducing water consumption, the
difference in their ranking is due to the quality of
their environmental reporting. According to the
study, PepsiCo “has not yet given detailed figures on
its progress.” As a result, Trucost had to model
PepsiCo's environmental impact from an analysis of
its overall operations, based on the performance of
the sector as a whole.

James Salo, Trucost's vice-president for strategy and
research, said, “We cannot update our data without
disclosure from a company.” A company in the retail
sector that may enjoy an undeserved reputation as
green is Whole Foods, which ranked first in
consumer perception but 30th out of 36 companies.
Its performance was virtually indistinguishable from
that of Safeway, a traditional grocery chain. Despite
its branding and energy efficiency measures, Whole
Foods has not disclosed its key environmental data,
forcing Trucost to apply the same modeling that it
did for PepsiCo in the food and beverage sector.

Green marketing by companies has become a
controversial subject, as those who engage in it
expose themselves to charges of “greenwashing,” a
term coined by environmentalist Jay Westerveld in
1986 to denote companies perceived as misleading

the public through outwardly environmentally-
conscientious acts while devoting few resources to
environmentally sound practices and reporting.
However, the New Scientist study found one example
of green marketing that has met with success, that of
GE’s Ecomagination campaign, which the company
launched in 2005. Not only did consumers rank GE
first among the five companies in the Industrial
Goods and Services sector; Trucost also ranked it
first, finding that “its environmental footprint is
indeed smaller than other industrial engineering
firms.” GE ranked seventh among the 115 companies
included in the study. “This just screams
opportunities for companies to be clear about what
they are doing,” said Earthsense co-founder Amy
Hebard.

In an opinion piece accompanying the study, the
editors of New Scientist echo what social investors
have been saying for years. “We need legal
requirements for full disclosure of environmental
information, with the clear message that the polluter
will eventually be required to pay,” the editors wrote.
“Then market forces will drive companies to clean up
their acts.” “Before we can have a green economy we
need a green information economy,” the editors
continued.

Why Responsible Business Conduct Matters?

Johannes Lokollo
22 Februari 2010

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/22/why-responsible-business-conduct-matters.html

The Asian region has no doubt become one of the
most influential powerhouses of the world economy.

While the world is acknowledging the success of
Asian firms in generating impressive economic
growth, Asian firms should also be fully alert that
Asian businesses should also pay due attention to
their broader social responsibilities toward the
governments and societies in which they operate.
Among one of the important lessons that Asian
businesses should seriously heed from the recent
economic and financial meltdown in 1998 and 2008
is that wealth creation is pointless without the
protection and respect of human rights,
improvement in social conditions and the
environment, and therefore the concept and
practices of “green growth” will be a very important
factor to avoid or at least to deal positively with
possible economic and financial problems that may
occur in the future.

The collapse of international investment in 2008
with its global impact convinced political leaders all
over the world that there was a serious failure in
public and private sector governance, and therefore,
unquestionably responsible business conduct (RBC)
or corporate social responsibility (CSR) will be very
crucial to restore confidence and trust in
international, regional and national economic and
financial systems.

In this context, the United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific and the
Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) in collaboration with the
International Labor Organization (ILO), the UN
Global Compact and Global Reporting Initiatives
organized a regional conference on corporate social
responsibility with a focus on responsible business
conduct in Bangkok on Nov. 2 and 3, 2009 on the
occasion of the First Asia-Pacific Trade Investment
Week.
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The conference was attended by delegations from
Asia-Pacific countries, which mainly discussed the
synergies between major international instruments
and guidelines vis-a-vis the roles of governments,
business and other stakeholders in promoting and
implementing responsible business
conduct/corporate social responsibility in the Asia-
Pacific region. The main leading instruments widely
accepted at present in the implementation of
corporate social responsibility/responsible business
conduct are the OECD Guidelines for Multinational
Enterprises, ILO’s Core Conventions and Tripartite
Declaration of Principles Concerning Multinational
Enterprises, UN Global Compact and the Global
Reporting Initiatives.

A number of country RBC/CSR experiences and
practices were presented and discussed during the
conference. While the forum agreed in principle that
RBC/CSR should become part and parcel of a
company’s policy and strategy in doing business that
would contribute to the Millennium Development
Goals (MDGs), the delegates also demanded that the
existing international instruments and guidelines
should only be used to actively promote a fair and
just international business environment that would
lead toward an equitable global sustainable
economic growth based on the “green growth”
concept. While CSR is a relatively new concept in
Indonesia, CSR has already made good progress
among multinational enterprises (MNEs) and large
national companies.

MNEs operating in Indonesia and large national
companies have shown their commitment to CSR by
increasingly implementing CSR programs throughout
Indonesia, and in order to make a more concerted
and coordinated efforts, these companies formed a
foundation, Indonesian Business Links (IBL), to
promote CSR practices among its corporate
members. IBL also actively involves relevant
government and non-governmental organizations in
its programs and activities, including organizing
regional and national CSR conferences in the country.
In addition, many other CSR-related activities are
being undertaken by other important stakeholders in
Indonesia.

At present, more than 150 large and medium
companies have become members of the UN Global
Compact under the coordination of Global Compact
Network Indonesia. In addition, forms of
appreciation such as CSR awards, social
entrepreneurship awards and MDGs awards are
being used to measure companies’ performance and
achievements in their contribution to sustainable
development in the country. While CSR practices are
making progress in Indonesia, particularly among the

MNEs and large national companies, there is still a lot
of work to be done in this area in order to ensure
that, in general, Indonesian business can give a clear
picture to the international community that doing
business in Indonesia is becoming more responsible,
accountable and transparent based on national and
international requirements.

The latest developments that the public and
international communities could follow during the
last month certainly do not give the kind of signal
that Indonesia would need to position itself in a
comfortable place within the global market.
Therefore, there is an urgent need for all
stakeholders (government, private sector, civil
societies, academicians and the media) to take
responsible business conduct/corporate social
responsibility more seriously so that Indonesian
business can improve its image and become a well
calculated contender in the global economic market.

Don’t forget that Indonesia has become a member of
G20, and that implies that we have to show to the
international community that Indonesia is worthy of
that position. Urgent work to be undertaken to put
Indonesia on the right track:

1. Further strengthening of CSR awareness and
training among MNEs and large national
companies and other stakeholders.

2. Improve coordination and cooperation among
CSR practitioners and organizations.

3. Strengthening reporting mechanisms and related
training programs.

4. Raise awareness on responsible business code of
conduct among SMEs and gradually on CSR
issues.

5. Work closely with the government on Law No.
40/2008 concerning social and environmental
responsibility of limited liability companies in
order to ensure that implementation of CSR
programs is based on the basic principles of the
CSR concept in coordination with the
government.

6. Be proactive in the CSR ASEAN Foundation and
other international CSR initiatives.

What is happening now in the country should
become a wake up call, especially to the public and
private sectors, to be more serious in taking the
necessary steps to reform our governance and
performance as early as possible so that they comply
with national and international standards. This
would make Indonesia compatible in the global
economy, especially since Indonesia now has an
honorable place in G20.
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